KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 96 TAHUN 1993

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN EVALUASI 

PENATAAN WILAYAH DESA (PWD) TAHUN ANGGARAN 1993/1994

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:
a.
bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 pada dasarnya dilaksanakan atas dasar kemampuan desa tersebut dalam melaksanakan urusan rumah tangganya.

Sementara itu, kondisi Desa pada umumnya menunjukkan tingkat kemampuan urusan rumah tangga Desanya sangat lemah sebagai akibat sangat terbatasnya sumber daya manusia terutama jumlah penduduk dalam mendayagunakan sumber daya alam yang tersedia secara optimal.

b.
bahwa kondisi Desa sebagaimana disebut diatas, perlu ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan desa tersebut untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan rumah tangganya hingga memadai dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
c.
bahwa kegiatan penataan dimaksud, menurut sifatnya memerlukan penanganan secara koordinatif diantara Instansi terkait. Untuk itu, dipandang perlu membentuk suatu wadah koordinasi dalam bentuk TIM PEMBINA DAN EVALUASI PENATAAN WILAYAH DESA (PWD).

Mengingat:

1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang “Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah”.

2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang “Pemerintahan Desa”.

3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang “ Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa”.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Membentuk Tim Pembina dan Evaluasi Penataan Wilayah Desa (PWD), dengan rincian tugas:

a.
Mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Penataan Wilayah Desa (PWD);

b.
Merumuskan dan menyiapkan pedoman pelaksanaan Penataan Wilayah Desa (PWD);

c.
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penataan Wilayah Desa (PWD);

d.
Mengolah dan menganalisa data dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan Penataan Wilayah Desa (PWD);

e.
Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Wilayah Desa (PWD).

KEDUA:

Mengangkat sebagai anggota dimaksud DIKTUM PERTAMA wakil-wakil dari komponen Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan BAPPENAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
KETIGA:

Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.

KEEMPAT:

Direktorat Jenderal PUOD cq. Direktorat Bina Pemerintahan Desa, sebagai unsur yang bertanggungjawab secara fungsuional dalam pelaksanaan Penataan Wilayah Desa (PWD), berkewajiban secara aktif dalam mendukung keberhasilan pencapain tugas Tim.

KELIMA:

Guna kelancaran tugas kegiatan Tim Pembina dan Evaluasi Penataan Wilayah Desa (PWD), dibentuk pula sekretariat Tim dengan Tugas membantu Sekretaris Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi terkait.

KEENAM:

Besarnya transpor dalam waktu satu bulan bagi Pembina Ketua Pelaksana, Sekretaris, Anggota Tim, Bendaharawan, Pembantu Bendaharawan dan Anggota Sekretariat, sebagai berikut:

1.
Pembina..............: Rp. 50.000,00,-

2.
Ketua.................: Rp. 45.000,00,-

3.
Sekretaris............: Rp. 40.000,00,-

4.
Anggota Tim, Bendaharawan


dan Pembantu Bendaharawan: Rp. 35.000,00,-

5.
Anggota Sekretaris...: Rp. 30.000,00,-

KETUJUH:

Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan Tim dalam rangka melaksanakan tugasnya dibebankan kepada Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah Otonom.
KEDELAPAN:

Tim melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal 1 juli 1993 sampai dengan tanggal 31 Maret 1994.

Ditetapkan di jakarta

Pada tanggal 17 November 1993

A.N. MENTERI DALAM NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL

     
Ttd

H. SURYATNA SOEBRATA

Tembusan:

1.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta

2.
Menteri Keuangan, di Jakarta

3.
Para DIRJEN, IRJEN dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
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Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Nopember 1993

A.N. MENTERI DALAM NEGERI

     SEKRETARIS JENDERAL,

                 ttd

     H. SURYANA SOEBRATA
